Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN NGADIREJO

PERATURAN DESA BANJARSARI

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANJARSARI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala
Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui
camat setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propensi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);




10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2001 tentang Sumber Pemdaatan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2001 Nomor 47);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2015 Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);




13.

14.

15.

16.
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18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 530);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas
Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 1051);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana
Desa Setiap Desa, Penyaluran, dn Penggunaan Dana
Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021
Nomor 60);



23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2024
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan
Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Bagi
Hasil Retribusi Tahun 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 2);
Peraturan Desa Banjarsari Nomor 3 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi dan tata Kelola
Pemerintah Desa (Lembaran Desa Banjarsari Tahun
2017 Nomor 3);

Peraturan Desa Banjarsari Nomor 3 Tahun 2019
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Lembaran Desa Banjarsari Tahun 2019 Nomor 3);
Peraturan Desa Banjarsari Nomor 6 Tahun 2020
tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah
Desa Tahun 2020-2026 Sebagaimana Telah diubah
dengan Peraturan Desa Banjarsari Nomor 4 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa
Banjarsari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana
pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-
2026 (Lembaran Desa banjarsari tahun 2024 Nomor
4);

Peraturan Desa Banjarsari Nomor 3 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024
Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Desa
Banjarsari Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas peraturan Desa Banjarsari Nomor 3 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banjarsari
Tahun 2024 (Lembaran Desa Banjarsari Tahun 2023
Nomor 5);

Peraturan Desa Banjarsari Nomor 7 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024 Sebagaimana Telah diubah
dengan Peraturan Desa Banjarsari Nomor 6 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa
Banjarsari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Desa Banjarsari Tahun 2024 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARSARI

Menetapkankan

Dan
KEPALA DESA BANJARSARI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG-
JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARSARI TAHUN
ANGGARAN 2024




Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan

perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
b. Bidang Pembangunan
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat
dan Mendesak Desa
Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan

Selisih Pembiayaan (a—b)

Pasal 2

Rp.

Rp.

Rp.

2.366.674.000,00

1.048.972.439,00
1.076.761.067,00
180.268.908,00
24.000.000,00
93.600.000,00

2.423.602.414,00
(56.928.414,00)

76.928.414,00
20.000.000,00
56.928.414,00

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran

Peraturan Desa ini yang terdiri dari:
a. Lampiranl : Laporan Keuangan;

b. Lampiran Il : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari - 31

Desember Tahun Anggaran 2024;

c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program

lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banjarsari.

Ditetapkan di Banjarsari
Pada tanggal 4 Maret 2025
A DESA BANJARSARI,

Diundangkan di Banjarsari
_Pada tanggal 4 Maret 2025
KRETARIS DESA BANJARSARI,

N DESA BANJARSARI TAHUN 2025 NOMOR 1



LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA BANJARSARI

Kecamatan Ngadirejo
Kabupaten Temanggung
TAHUN ANGGARAN 2024

Ref Anggaran Realisasi Leelpiiny
(Kurang)
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa c.2 366.500.000  366.500.000 0
Pendapatan Transfer 0
Dana Desa C:3 1.077.060.000 1.077.060.000 0
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah c.4 30.215.100 30.215.100 0
Alokasi Dana Desa c5 452.398.900  452.398.900 0
Bantuan Keuangan Propinsi C.6 370.000.000  370.000.000 0
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota c7 65.200.000 65.200.000 0
Pendapatan Lain lain c.8 5.300.000 6.144.488 844,488
JUMLAH PENDAPATAN 2.366.674.000 2.367.518.488 844.488
BELANJA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa C9dan C15 1.048.972.439 1.006.611.859  42.360.580
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa C.10 dan C15 1.076.761.067 1.047.373.250  29.387.817
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa C.11 dan C15 180.268.908  179.582.000 686.908
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa C.12 dan C15 24.000.000 23.242.000 758.000
Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan C.13 dan C15 93.600.000 93.600.000 0
Darurat dan Mendesak Desa
JUMLAH BELANJA C.14 2.423.602.414 2.350.409.109  73.193.305
SURPLUS/(DEFISIT) -56.928.414 17.109.379  -74.037.793
PEMBIAYAAN C.15
Penerimaan Pembiayaan 76.928.414 76.928.414 0
Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000 0  20.000.000
PEMBIAYAAN NETTO 56.928.414 76.928.414  -20.000.000
SILPA TAHUN BERJALAN 0 94.037.793  -94.037.793

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan




Lampiran I Peraturan Desa
Nomor : 1 Tahun 2025

Tentang : Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi APBDesa Tahun 2024

Laporan Keuangan
Pemerintah Desa Banjarsari
Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2024

A Informasi Umum
Pemerintah Desa Banjarsari merupakan desa di Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung
kepengurusan Pemerintahan Desa Banjarsari terdiri dari:
1. Kepala Desa : EDI DARYONO, S.E
2. Sekretaris Desa : ADI AKHMAD FAUZAN
3. Bendahara Desa : PUJI WIDI ABSARI

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jl. Pasar Janggleng KM 01 Desa Banjarsari, Kecamatan
Ngadirejo, Kabupaten Temanggung

B Dasar Penyajian Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga
perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat
pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C Rincian Pos Laporan Keuangan
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2024

Mutasi Potongan Pajak

- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg

belum disetor ke Kas Negara 0
- Penerimaan Potongan Pajak tahun
anggaran berjalan

- Setoran Pajak ke Kas Negara selama
tahun anggaran berjalan

- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg
belum disetor ke Kas Negara 0

94.037.793

110.760.335

110.760.335

Saldo Kas per 31 Desember 2024 94.037.793

2. Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

(Lebih)/

Realisasi Kifang

Anggaran

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

a. Hasil Usaha 0 0

b. Hasil Aset 366.500.000 366.500.000

c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong 0 0

d. Lain-lain PADes yang sah 0 0
366.500.000 366.500.000

o] [eNeoNeNel

3. Dana Desa
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan

Anggaran Realisasi (kLS:::_l] g/
Tahap 1 Earmark 234.393.600 234.393.600
Tahap 1 Non Earmark 325.132.800 325.132.800
Tahap 2 Earmark 156.262.400 156.262.400
Tahap 2 Non Earmark 216.755.200 216.755.200
Tambahan Alokasi Kinerja 144.516.000 144.516.000

1.077.060.000

1.077.060.000

colcocoocoOCCOCOO




4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai beikut:

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6
Tahap 7
Tahap 8
Tahap 9
Tahap 10
Tahap 11
Tahap 12

6. Bantuan Keuangan Propinsi

S (Lebih)/

Anggaran Realisasi Iurang
6.043.000 6.043.000 0
15.107.600 15.107.600 0
9.064.500 9.064.500 0
30.215.100 30.215.100 0

. (Lebih)/

Anggaran Realisasi kurang
37.699.900 37.699.900 0
37.699.900 37.699.900 0
37.699.900 37.699.900 0
37.699.900 37.699.900 0
37.699.900 37.699.900 0
37.699.900 37.699.900 0
37.699.900 37.699.900 0
37.699.900 37.699.900 0
37.699.900 37.699.900 0
37.699.900 37.699.900 0
37.699.900 37.699.900 0
37.700.000 37.700.000 0
452.398.900 452.398.900 0

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai

beikut:

Bantuan RTLH
Pengadaan Peralatan Kesenian

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Anggaran Realisasi (kLz]s::? g/
220.000.000 220.000.000 0
150.000.000 150.000.000

370.000.000 370.000.000 0

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Temanggung adalah

sebagai beikut:

Bantuan Insentif Ketua RT RW Tahap 1
Bantuan Insentif Ketua RT RW Tahap 2
Bantuan Sarpras Pembangunan
Bantuan Sarpras Pembangunan
Bantuan Insentif Ketua RT RW Tahap 3
Bantuan Insentif Ketua RT RW Tahap 4

8. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan lain-lain terdiri dari:

Penerimaan dari hasil kerjasama antar
Desa

Penerimaan dari hasil kerjasama Desa
dengan pihak ketiga

Penerimaan dari bantuan perusahaan yang
berlokasi di Desa

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

Anggaran Realisasi ettty
kurang

6.300.000 6.300.000 0
6.300.000 6.300.000 0
24.000.000 24.000.000 0
16.000.000 16.000.000 0
6.300.000 6.300.000 0
6.300.000 6.300.000 0
65.200.000 65.200.000 0

N (Lebih)/

Anggaran Realisasi kurang
0 0 0
0 0 0
0 0 9

0 0



Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun

13 Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

anggaran sebelumnya yang mengakibatkan 0
penerimaan di kas Desa 0 0
Bunga bank 4.000.000 4.848.171 848.171
Lain-lain pendapatan yang sah 1.300.000 1.296.317 -3.683
5.300.000 6.144.488 844.488
9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:
& Lebih)/
2 (
nggaran Realisasi kurang
Belanja Pegawai 762.305.000 762.293.592 11.408
Belanja Barang dan Jasa 194.336.468 152.715.267 41.621.201
Belanja Modal 92.330.971 91.603.000 727.971
1.048.972.439 1.006.611.859 42.360.580
10 Belanja - Bidang Pembangunan Desa
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:
. (Lebih)/
Anggaran Realisasi Kirang
Belanja Barang dan Jasa 407.750.000 384.562.000 23.188.000
Belanja Modal 669.011.067 662.811.250 6.199.817
1.076.761.067 1.047.373.250 29.387.817
11 Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:
Anggaran Realisasi (Lebib)/
kurang
Belanja Barang dan Jasa 30.268.908 29.582.000 686.908
Belanja Modal 150.000.000 150.000.000 0
180.268.908 179.582.000 686.908
12 Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:
i (Lebih)/
Anggaran Realisasi lurang
Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 23.242.000 758.000
Belanja Modal 0 0 0
24.000.000 23.242.000 758.000

Selama tahun anggaran 2023, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan

keadaan darurat sebagai berikut

Belanja Tidak Terduga

14 Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa
Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Perangkat Desa
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan
Perangkat Desa
Tunjangan BPD

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan Kantor
Belanja Jasa Honorarium

o (Lebih)/

Anggaran Realisasi kurang
93.600.000 93.600.000 0
93.600.000 93.600.000 0

" (Lebih)/

Anggaran Realisasi —s
105.120.000 105.120.000 0
631.716.000 631.716.000 0
2.069.000 2.057.592 11.408
23.400.000 23.400.000 0
762.305.000 762.293.592 11.408
107.135.553 88.035.900 19.099.653
88.810.000 74.932.017 13.877.983



Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Jasa Sewa

Belanja Operasional Perkantoran
Belanja Pemeliharaan

Belanja Barang dan Jasa yang
Diserahkan kepada Masyarakat

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Tanah
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan
Alat Berat

Belanja Modal Kendaraan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan
Belanja Modal Jembatan

Belanja Modal Irigasi/Embung/Air
Sungai/Drainase

Belanja Modal Jaringan /Instalasi
Belanja Modal lainnya

Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa

Sub Bidang Sarana dan Prasarana
Pemerintahan Desa

Sub Bidang Administrasi
Kependudukan, Pencatatan Sipil,
Statistik dan Kearsipan

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Sub Bidang Pertanahan

Bidang Pembangunan Desa

Sub Bidang Pendidikan

Sub Bidang Kesehatan

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Sub Bidang Kawasan Permukiman
Sub Bidang Kehutanan dan
Lingkungan Hidup

Sub Bidang Perhubungan,
Komunikasi, dan Informatika

Sub Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral

Sub Bidang Pariwisata

Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban
Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Sub Bidang Kebudayaan dan
Keagamaan

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah
Raga

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

15 Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

113.080.000 101.242.000 11.838.000
20.875.000 20.875.000 0
11.828.791 10.122.850 1.705.941

5.951.032 2.004.000 3.947.032
308.675.000 292.889.500 15.785.500
656.355.376 590.101.267 66.254.109

0 0 0
59.803.038 57.285.000 2.518.038
0 0 0
446.680.000 443.340.000 3.340.000
244.059.000 243.058.000 1.001.000
0 0 0
10.800.000 10.731.250 68.750
0 0 0
150.000.000 150.000.000 0
911.342.038 904.414.250 6.927.788

g s (Lebih)/

Anggaran Realisasi ticang

867.241.468 859.275.092 7.966.376
74.830.971 74.503.000 327.971
28.500.000 8.806.700 19.693.300
77.100.000 62.730.750 14.369.250
1.300.000 1.296.317 3.683
1.048.972.439 1.006.611.859 42.360.580
67.850.000 67.180.000 670.000
97.850.000 76.088.000 21.762.000
244.059.000 243.058.000 1.001.000
293.892.067 289.194.750 4.697.317
0 0 0

2.500.000 1.575.000 925.000

0 0 0
370.610.000 370.277.500 332.500
1.076.761.067 1.047.373.250 29.387.817

4.455.000 4.137.000 318.000
157.813.908 157.445.000 368.908

4.000.000 4.000.000 0

14.000.000 14.000.000 0



Belanja - Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas
Aparatur Desa

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM)

Sub Bidang Dukungan Penanaman
Modal

Sub Bidang Perdagangan dan
Perindustrian

Belanja - Bidang Penangulangan Bencana,

Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Sub Bidang Keadaan Darurat
Sub Bidang Keadaan Mendesak.

16 Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

1. SILPA tahun anggaran sebelumnya
2. Pencairan Dana Cadangan

3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang
dipisahkan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal Desa

180.268.908 179.582.000 686.908
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
24.000.000 23.242.000 758.000
0 0 0

0 0 0
24.000.000 23.242.000 758.000
0 0 0

0 0 0
93.600.000 93.600.000 0
93.600.000 93.600.000 0

Anggaran Realisasi (Lebir)/
kurang_

76.928.414 76.928.414 0
20.000.000 0 20.000.000
96.928.414 76.928.414 20.000.000
76.928.414 76.928.414 0
0 0 0

0 0 0
76.928.414 76.928.414 0
0 0 0
20.000.000 0 20.000.000
20.000.000 0 20.000.000
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